
BUPATI HALMAHERA BARAT

JAILOLO
KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
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TENTANG

PERPANJANGAN MASA JABATAN PENJABAT KEPATA DESA LAKO AKEDIRI

KECAMATAN SAHU
KABUPATEN HALMAHERA BARAT

BUPA]'I HAI,MAHERA BARAT

bahwa berdasarkan Keputusan Br-rpati l-tralmahera Barat Nomor

2lTlKPTSitXl 2A24 tentang Pemberhentian sementara Kepala Desa Lako

Akediri dan Pengangkatan Penjahat Kepala Desa Lako Akediri Kecamatan

Sahu khususnya pada Diktum Ketiga yang mengamanatkan Masa jalratan

Penialrat Kepala Desa terhitung sejak tanggal ditetapkan dan berakhir

Paling Lama 6 (Enam) Bulan daruatau sarnpai direhabiiitasinya jabatan

Kepala Desa dan I atau adanya ketentuan lain oleh Pemerintah Katrupaten

Ilahnahera Barat.

bahrva sampai saat ini belurm ada keputusan lebih lanjut mengenai

rehabilitasi dan/ atau pemberhentian tetap terhadap Kepala Desa Defenitif

yang diberhentikan sementara, sehingga herdasarkan Ketentuan pasal 88

ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat nortor 2 Tahun

2018 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa,

yang mengamanatkan masa jabatan Pe,jabat Kepala Desa adalah sampai

dengan terlantiknva Kepala Desa baru dan/atau diisyaratkan lain sesuai

dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku" maka de*ri

efbktihtas penyelenggaraan Pemerintahan Desa perlu dilakukan

perpanjangan masa jabatan Penjabat Kepala l)esa Lako Akediri kecamatan

Sahu,

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dirnaksud pada huruf a dan

b diatas, maka perlu ditetapkan Keputusan Rupati }:lahnahera Barat

tentang Perpanjangan Masa jabatan Perlabat I(epala Desa Lako Akediri
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Mengingat 1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang

Nomor Tahun t957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Su,atantra

Tingkat II dalam Wila5rah Daerah Swatantra f ingkat I MalukLr menjadi

Undang-undang;

2. Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Prcvinsi

Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten N4aiuku 'l'enggara Barat

sebagaimana Telah Diribah dengan Undang-undang Nomor 6 T'ahun 2000 :

3. Undang-undang Nomor I Tahun 2003 tentang Pembentukan l(abr-rpaten

Halrnahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan

Sr"rla, Kabupaten Halmahera Tirnur dan Kota Tidore Kepulauan di I']rovinsi

Maluku Utara:

,1. Undang-undang Nomar 3 Tahun 2A24 bntang Perubahan l(edua atas

Undang-undang Nomor 6 l-ahun 2014 tentang Desa;

5, l,]ndang-undang Nonior 23 'fahun 20 i4 tentang Pemerintah Daerah.

6, Undang-undanglrtromor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas

Undang-Undang Nomor 23 tahurr 2014 tentang Penrerintah Daerah;"

7. Peraturan Femerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan

Pelaksanaan Undang - undang Nomcr 6 Tahun 2014 tentang Desa;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2015 tentang Perubahan Atas

Peraturan Pemerintah Nomor 43 "Iahnn 2014 tentang lreraturan

Pelaksanaan Undang - undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

9. Peranturan Menteri Dalam Negeri Nonror 66 tahun 2AI7 tentang

Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 82 fahun 20015 tentang

Pengangkatan dan Pemberhentian KepalaDesa ;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan

Desa,

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 tahun 2019 tentang Batas Desa

anatar Kabupaten Hahnahera Barat dengan Kabupaten Halmahera l-ltara

Provinsi Maluku Utara;

Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 2 l'ahun 2018

tentang Tata Cara Pemilihan^ Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala

Desa;

Surat flarnat Sahu Nomor 138i18512025 tanggal 14 Juli 2025 tentang

usulan Perpaniangan Masa Jabatan Penjabat Kepala Desa Lakri Akediri

Kecamatan Sahu
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Mene,tapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

MEML]TLTSKAN

Mengesahkan perpanjangan masa jabaian Srlr. ,,{bidin E* I lriip.

197109132014091001 sebagai Penjabat Kepala l)esa Lako Akediri

ldecamatan Sahu Kabupaten llalmahera Barat;

Perparyangan Masa Jabatan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU

terhitr-rng sejak tanggal ditetapkannya Keputusan ini dan berakhir paling lama

6 (Enam) bulan dan atau sampai direhabilitasin,va jabatan Kepala Desa atau

adany'a ketentuan lain otreh Pemerintah Kabupaten I'{alrnahera Barat:

Tugas. rvewenang dan keu,aiiban Penjabat Kepaia Desa adalah sama dengan

Kepala Desa defenitif sebagailnana diatur dalam Peraturan pemerintah Nomor

47 tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Penrerintah Nomor 43 T'ahun

2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 'I'ahun 2014

tentang Desa serta selain menerima penghasilan selaku Pegarvai Negeri Sipil

(PNS) juga menerima Tunjangan selaku Penjabat Kepala Desa sesriai ciengan

ketentuan perundang-undangan yang berlaku :

Dengan berlakr-rnya keputusan ini, nraka Keputusan i3upati Halmahera Ba.rat

Nomor : 217|KPTSllxl2024 tentang Pemberhsntian sementara Kepala f)esa

Lako Akediri dan Pengangkatan Penjabat Kepala Desa l,ako Akediri

Keoamatan Sahu khususnya pada Dikturn Ketiga dicabut dan dinvatakan

tidak berlaku lagi,

Keputusan ini mulai berlakur pada tanggal di tetapkan;

Ditetapkan di Jaiiolo
Pada tanggal 2, lAarel l0l5

'Iembusan : disampaikan kepada;
Yth l. Gubernur Maluku Litara di Sofitl.

2. Kepala Badan Kesbangpol & L.inrnas Kab.Halrnahera Barat di Jaiiolo

-1 Kepala DPMPD Kab. Halmahera Barat di Jailoi<r
4 Kabag Tala Pemerintahan Setda Kab Halmahera Barat di Jailolo.
5. Camat Sahu di Susnpu
6. Yang bersangKuraR u11ruK dtKe{anul.

BUPATI IL{LNIAHERA

JAMES UANG

Kabag. Hukum & Organisasi


